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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS
STREAMING

LIRANOVAELIZA
NPM 2206200121

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata bagi
pemegang hak cipta terhadap maraknya penyebaran film secara ilegal melalui situs
streaming yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Penyebaran film secara ilegal tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi,
tetapi juga melanggar hak moral sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan semakin mudahnya akses
teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, pelanggaran hak cipta dalam
bentuk pembajakan dan distribusi ilegal semakin sulit dikendalikan, sehingga
dibutuhkan kajian yuridis yang menekankan bagaimana hukum perdata
memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pihak yang
dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh
melalui studi literatur terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak cipta,
khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai jurnal dan literatur
hukum terkait pelanggaran hak cipta di era digital. Analisis dilakukan untuk
menguraikan bentuk tanggung jawab pelaku penyebaran film ilegal serta hak-hak
pemegang hak cipta dalam menuntut pemulihan kerugian melalui gugatan perdata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyebaran film ilegal melalui
situs streaming termasuk dalam Kkategori perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena melanggar hak
ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak
untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi materiil dan immateriil,
penghentian perbuatan melanggar hukum, penyerahan keuntungan yang diperoleh
pelaku, serta pemulihan hak moral. Selain itu, Pengadilan Niaga berwenang
memeriksa dan memutus sengketa hak cipta yang berkaitan dengan pelanggaran
tersebut. Perlindungan hukum perdata ini menjadi instrumen penting untuk
menjamin kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi para pelaku
pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Film, Situs Streaming
llegal, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan pelindungan hukum atas
kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang
merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan
intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke
depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian
nasional maupun internasional.!

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-
langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan
perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melindungi kekayaan intelektual
dan memiliki potensi indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal yang
berbentuk pengetahuan tradisional.?

Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang
dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, terdapat beragam hak kekayaan
intelektual. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek

Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), Indonesia

! 1smail Koto, (2023). Perkembangan hak kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia,
Jurnal Doktor llmu Hukum, Volume 2, No.1, Halaman 167.
2 1bid.



memiliki kerangka hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual
tersebut. Setiap hak kekayaan intelektual diatur oleh undang-undangnya sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual menurut Sudikno Mertokusumo adalah hak atas
kekayaan berwujud yang mencakup hasil pemikiran manusia, seperti karya dan
penemuan. limu pengetahuan dan teknologi telah membuat bangsa-bangsa di dunia
seakan-akan tidak mempunyai batas negara. Masyarakat di belahan dunia lain dapat
dengan mudah mengakses berbagai perkembangan di suatu negara yang menyebar
dengan cepat. Keadaan tersebut berkorelasi langsung dengan tumbuhnya Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI).3

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia saat ini sangat
tergantung pada gadget. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat
ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam
pasal 1 ayat (1) UU no. 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif,
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pemegang hak cipta
adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara
sah dari pencipta. Seperti pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang
disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak

boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau

3 Ismail Koto, et.al (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif
Hukum Islam, Jurnal Yuridis, Volume 10, No.2, halaman 67



mendapatkan izin dari pencipta Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta
Terhadap Situs Film Gratis Di Internet.*

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penyebaran film
tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan
sanksi hukum. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak,
menyebarkanluaskan, dan memperdagangkan karya cipta mereka, termasuk film.
Hal ini berarti bahwa tanpa izin dari pemegang hak cipta, penyebaran film tersebut
di platform Idlix adalah melanggar hukum. ®

Dalam kasus penyebaran film di platform Idlix tanpa izin, pemegang hak
cipta dapat mengajukan gugatan hukum terhadap platform tersebut dan pihak yang
bertanggung jawab atas penyebaran film tersebut. Gugatan tersebut dapat diakhiri
pada tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana berdasarkan Undang Undang Hak Cipta.®

Menurut Kominfo, pada Desember 2019 berupaya meredam pembajakan
konten, termasuk film, dengan memblokir situs-situs movie ilegal streaming dengan
total 1.745 situs dan konten termasuk didalamnya film ilegal pun belum cukup.
Pencipta pun pasti tidak mendapatkan keuntungan berupa royalti dalam pemakaian

ciptaannya tersebut karena nama pencipta tidak di cantumkan dalam situs tersebut.

4 Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti (2022). Perlindungan Hukum Hak
Cipta yang diakses Secara llegal melalui Telegram, Jurnal Ilmu Hukum, VVolume 3, No. 2, halaman
14,

5 Inka Dwi Octavia, M. Uzair Jadiid Zakiah, Novia Dwi Darmayanti, (2024), Penyebaran
Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014,
Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 No,3, Halaman 258.

& Ibid.



Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang
fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang
melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi
merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptanya.
Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau
mengurangi hasil dari ciptaanya tanpa seizin dari pencipta.’

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur perlindungan terhadap
karya film dan pemerintah telah melakukan pemblokiran situs streaming ilegal,
pada praktiknya penyebaran film tanpa izin masih terus terjadi dan menimbulkan
kerugian bagi pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan
hukum terhadap pemegang hak cipta film, khususnya dari perspektif hukum
perdata, belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih
lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penyebaran
film secara ilegal melalui situs streaming. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan,
terutama dalam penegakan hukum perdata terhadap pelaku pelanggaran.

Oleh karena itu, permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta
atas penyebaran film secara ilegal menjadi isu yang penting dan relevan untuk dikaji
lebih mendalam, guna menemukan solusi hukum yang efektif dan memberikan

kepastian serta keadilan bagi para pencipta dalam menghadapi dinamika era digital.

" Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti (2022), Perlindungan Hukum Hak
Cipta Pada Film yang diakses Secara llegal melalui Telegram, Jurnal IImu Hukum, Volume 3, No.2,
Halaman 15.



Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah
satus-satunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak
milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah. Terkait
masalah itu, dalam Al-qur’an Surat Asy-Syu'araa’ ayat 183 Allah SWT
berfirman:masalah itu, dalam Al-qur’an Surat Asy-Syu'araa’ ayat 183 Allah SWT

berfirman:

[t s 2
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Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak

haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Tidak hanya Al-Qur'an yang menegaskan larangan memanfaatkan harta atau hasil
karya orang lain secara batil, Rasulullah SAW juga memperingatkan dengan tegas
mengenai bahaya mengambil hak orang lain tanpa izin. Islam memandang setiap
bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan, baik berupa harta fisik maupun harta
intelektual, sebagai perbuatan zalim yang dilarang keras. Mengambil manfaat dari
karya orang lain, seperti menyebar luaskan film ciptaan orang lain untuk kepentingan
bisnis tanpa membayar hak ekonom i kepada pemilik hak karya film, pada

hakikatnya adalah bentuk kezaliman terhadap hak ekonomi pencipta.
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Artinya: "Barangsiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan
sumpahnya (secara tidak sah), maka Allah akan mewajibkan baginya neraka dan

mengharamkan surga atas dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang di identifikasi di atas maka dapat diambil
rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana kedudukan hak cipta atas karya film sebagai hak
kebendaan menurut hukum perdata di Indonesia?
b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melanggar
hak dari pemegang lisensi hak siar film di indonesia?
c. Bagaiamana upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta
yang dirugikan atas penyebaran film secara ilegal?
2. Tujuan Penelitian
Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah
selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang
menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai
berikut:

a. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hak cipta atas karya
film sebagai hak kebendaan menurut hukum perdata di Indonesia,
khususnya dalam kaitannya dengan sifat hak cipta sebagai benda
tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau

pemegang hak cipta.



b. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pihak
yang melanggar hak pemegang lisensi hak siar film di Indonesia,
terutama pertanggungjawaban hukum perdata yang timbul akibat
pelanggaran hak ekonomi pemegang lisensi, termasuk kewajiban
ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum
yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta yang dirugikan akibat
penyebaran film secara ilegal, baik melalui mekanisme gugatan
perdata, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun upaya
hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya
mengenai pengaturan hak cipta sebagai salah satu bentuk hak
kebendaan yang bersifat tidak berwujud. Dengan adanya penelitian
ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai
kedudukan hak cipta dalam sistem hukum perdata, terutama dalam
kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta
atas karya film yang disebarkan secara ilegal melalui media digital.

b. Secara Praktis Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan

pemahaman mengenai akibat hukum perdata dari penyebaran film



tanpa izin melalui situs streaming ilegal, termasuk potensi
diajukannya gugatan perdata oleh pemegang hak cipta dan adanya
kewajiban dari pelaku pelanggaran untuk membayar ganti rugi, baik
materiil maupun immateriil. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi
acuan bagi pemegang hak cipta maupun praktisi hukum dalam
menentukan langkah hukum yang tepat dalam melindungi hak-hak
mereka.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang

menggambarkan hubungan antara definisi-defisini atau konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : Perlindungan hukum

bagi pemegang hak cipta atas penyebaran film secara illegal melalui situs

streaming, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Pelindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan
tidaksesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta
ketentraman yangmemungkinkan menusia dapat menikmati martabatnya
sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum ada untuk
memasifkan tujuan hukum yaitu keadilan,kemanfaatan dan kepastian

hukum ditengah masyarakatnya .2

8 Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, Op.cit, halaman 16.



2. Pemegang Hak Cipta adalah Pemegang Hak Cipta, adalah hak ekslusif
yang dapat diperolen Pencipta berbentuk manfaat ekonomi atas
ciptaannya.’

3. Hak Cipta adalah dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 28 tahun 2014 yang
berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secaraotomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuknyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan °

4. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media
komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan
atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.?

5. Penyebaran Film Secara lllegal, yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang
hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan,
menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya
turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau
usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.*?

6. Situs Streaming adalah platform digital berbasis internet yang

menyediakan layanan pemutaran film secara daring.

9 Atiekah Achmad, Kholis Roisah (2020), “Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak
Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta”’, Jurnal Magister Udayana, Volume
9 nomor 2, halaman 437

10 Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, Loc.cit

11 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

12 Gan gan Gunawan Raharja, (2020), Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
Di Bidang Pembajakan Film, Jurnal Meta Yuridis Volume 3 Nomor 2, halaman 96
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C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini.
Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan
duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa
penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan
tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya
penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Fitri Jeni, mahasiswa Fakultas

Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Tahun 2022, yang berjudul
“Tinjauan Prinsip Keadilan Etika Bisnis terhadap Pelanggaran Hak Cipta
pada Situs Streaming Film llegal Tahun 2020 di Indonesia . Penelitian ini
berfokus pada analisis etika bisnis dan prinsip keadilan terhadap maraknya
pelanggaran hak cipta film di situs streaming ilegal, dengan melihat
keterkaitan antara aspek moralitas, keadilan, dan perlindungan hak cipta
dalam praktik digital.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Romaito, mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Tahun 2024, yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta di Bidang Sinematografi terhadap Persebaran
Website Ilegal Penyedia Film Bajakan”. Penelitian ini berfokus pada
efektivitas penerapan UU Hak Cipta dalam mengatasi pelanggaran

penyebaran film bajakan melalui website ilegal, dengan
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menelaah sejauh mana undang-undang tersebut memberikan perlindungan
bagi pemegang hak cipta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilhan Hani Amari’an, mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Tahun 2023, yang berjudul “Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming
Online Film Bajakan menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam”. Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab pidana bagi
pemilik situs streaming film bajakan, dengan mengkaji sanksi berdasarkan
hukum positif di Indonesia serta pandangan hukum Islam mengenai
perbuatan melanggar hak cipta.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, baik dari segi
fokus kajian maupun pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian ini
menitikberatkan pada perlindungan hukum perdata bagi pemegang hak cipta atas
penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming, khususnya terkait kedudukan
hak cipta sebagai hak kebendaan, bentuk pertanggungjawaban perdata, serta
mekanisme gugatan ganti rugi yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta.
Sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek etika bisnis,
efektivitas undang-undang, maupun pertanggungjawaban pidana pelaku
pelanggaran hak cipta.

D. Metode Penelitian
Metode penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan

karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan
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masalah. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil
penelitian ini terdiri atas:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun
yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.®

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan
keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan
bekerjannya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian
hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif.
Analisis secara deskriptif berarti bahwa peneliti dalam menganalisis data
memiliki keinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek
dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam
pemaparan ini, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil
penelitianya. Dalam penelitian hukum analisis deskriptif berfokus pada
penguraian dan penjelasan norma hukum berlaku, tidak menggunakan angka
atau statistik tetapi fokus pada penggunaan logika hukum untuk menjelaskan
norma, asas dan konsep hukum. Dalam sifat analisis ini juga dikenal istilah

deskritif eksplanatif,4

13 Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2018. Penelitian Hukum (Legal Research).
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

14 Qadriani Arifuddin, et.al, (2025), Metode Penelitian Hukum, Jambi : PT Sonpedia
Publishing Indonesia, halaman 134
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian pada penelitian yaitu yuridis normative maka
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (Statute
Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga
digunakan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang
digunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam
penelitian normative.*® Berbagai pendekatan (Approach) terhadap masalah
yang ingin dicari pemecahannya dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih
lanjut dalam pembahasan tersendiri. penulis menggunakan beberapa
pendekatan penelitian untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif
dan sistematis, yaitu sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan objek penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya ketentuan
mengenai definisi film, hak dan kewajiban pelaku perfilman, serta
perlindungan hukum terhadap karya film sebagai bagian dari kekayaan
intelektual. Selain itu, pendekatan ini juga didukung oleh Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KUHPerdata, serta

peraturan perundang-undangan lain yang

15 Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2023), Metode Penelitian Hukum (Normatif dan
Empris), Bandung : Widina Media Utama, halaman 154
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relevan guna melihat keterkaitan dan konsistensi norma hukum dalam
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film.
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus
hukum yang berkaitan dengan penyebaran film secara ilegal melalui
situs streaming tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pendekatan ini
bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret
dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa hak cipta film.
Melalui pendekatan kasus, penulis menganalisis bagaimana ketentuan
dalam Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Hak Cipta
diterapkan oleh aparat penegak hukum serta pengadilan dalam
memberikan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum
terhadap pelanggaran hak cipta film.

c. Pendekatan Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama
penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, KUHPerdata, serta peraturan
perundang-undangan lain yang relevan;

2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan
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pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak cipta dan
perfilman;

3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia
hukum yang mendukung pemahaman konsep dan istilah

hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum
yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun
surat pada Al Qur’an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada
terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 29.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-
dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri
dari:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat
terdiri: Kitab Undang — Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU
Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, berupa : buku, jurnal, hasil
penelitian, dll.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
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hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa
Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-

istilah yang sulit untuk diartikan, berupa : internet, kamus.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari
data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa
studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu:

a. Online, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar
di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada
penelitian ini.

b. Offline, Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung
dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar  Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data
skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis
data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang
terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.
Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang
terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan
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dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-
norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan
dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga
akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki keterkaitan yang erat dengan hal-
hal tak berwujud dan berfungsi untuk melindungi karya intelektual yang lahir dari
cipta, rasa, dan karya manusia.'® HKI adalah terjemahan harafiah dari istilah asing
Intellectual Property Rights (Inggris) yang dikenal juga dengan istilah Industrieele
Eigendomsrecht (Belanda). Esensi terpenting dari setiap bagian HKI ialah adanya
kekayaan intelektual tertentu dalam bidang kesenian, bidang industri, dan bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.*’

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR)
adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk
atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk
menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang
diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia.'®

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HAKI",
merupakan istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada Intellectual Property
Rights (IPR), yaitu hak yang timbul dari ide yang menghasilkan produk atau proses

yang berguna bagi manusia. Intinya, HKI adalah hak untuk secara finansial

1 Fakhry. etal, (2024), Hukum Kekayaan Intelektual, Banten:Sada Kurnia Pustaka,
halaman 4.

Golkar Pangarso (2022), Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi,
Bandung : PT Alumni, halaman 114

18 1bid, halaman 11

18
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mendapatkan manfaat dari hasil kreativitas intelektual. Objek yang dilindungi oleh
HKI adalah karya-karya yang muncul atau lahir dari hasil pikiran manusia.

Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil
dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (Uruguay
Round). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 — 1994membahas
tentang tarif dan perdagangan dunia atau General Agreement onTariffs and Trade
(GATT) yang kemudian membentuk organisasi perdagangandunia atau World
Trade Organisation (WTO).

Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran
Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan
perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Pada tahun yang sama, yaitu tahun
1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui UU No. 7
Tahun 1994.1°

Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil
dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (Uruguay
Round). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 — 1994 membahas
tentang tarif dan perdagangan dunia atau General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) yang kemudian membentuk organisasi perdagangan dunia atau World
Trade Organisation (WTO).

Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran

Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan

19 Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, (2005),
HakKekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, HKI Ipb, Bogor,
halaman 8
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perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).?°

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang
bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia
yang bernalar. Hasil kerja itu berupa benda immateril. Benda yang tidak berwujud.
Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama)
diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas.
Begitulah ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan
sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).

Berbeda misalnya hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam
menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tetapi hak
milik materil. Hak milik atas benda yang berwujud.?

Jika ditelusuri lebih lanjut Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya
merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah
satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda
berwujud dan benda yang tidak berwujud.

Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam pasal 499
KUH Perdata yang berbunyi: benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang

dapat dikuasai oleh Hak Milik.??

20 |bid, halaman 9
21 Nanda Dwi, Hardi, Op,Cit, halaman 11
2 1bid.
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Hak kekayaan intelektual terdiri dari Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan
dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga- lembaga
penyiaran;

1. Merek;

2. Indikasi Geografis;

3. Desain Industri;

4. Paten;

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

6. Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang Dan Data Test;

7. Varietas Tanaman Baru.?3

Adapun defenisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan
dengan tiga elemen penting berikut ini :
1. Adanya sebuah hak eklusif yang diberikan oleh hukum
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada
kemamupuan intelektual

3. Kemampuan intelektual tersebut memilki nilai ekonomi?*

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal

tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2 Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah (2022), Hak Kekayaan Intelektual Suatu
pengantar, Bandung : Widina Bhakti Persada, halaman 14.

24 Nizla Rohaya, et. al. , (2026), Hukum Dagang, Teori, Praktik, dan Perkembangan di
Indonesia, Padang : Get Press Indonesia, Halaman 78
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(IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga
keunggulan industry dan perdagangannya. Peran HKI cukup penting, antara lain:
1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap
dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk
barangnya.
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat
diindustrikan.
3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya
para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yang mendapat

imbalan berupa royalti.?

B. Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum
positif nasional dan internasional.?® Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya
dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil
karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta
merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan™ atau hak untuk menikmati suatu
karya.

Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk
membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu

ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak

% Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Op.cit., halaman 16.
26 Hari Sutra Disemadi, (2023), Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia,
Depok:Rajagrafindo Persada, halaman 36.
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semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta
memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Sistem konstitutif dan sistem deklaratif adalah dua pendekatan yang
berbedadalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual
(HKI):

1. Sistem Konstitutif: Dalam sistem konstitutif, pendaftaran berfungsi
untukmenciptakan hak cipta atau hak kekayaan intelektual atas karya
tersebut. Iniberarti bahwa tanpa pendaftaran, seorang pencipta atau
pemegang hak ciptatidak secara otomatis memiliki hak atas karyanya. Hak
cipta hanyadiberikan setelah pendaftaran resmi dilakukan dan pendaftaran
tersebutmemberikan kekuatan hukum yang kuat. Dalam sistem ini,
pendaftaranmengakibatkan pendaftar secara de facto (secara fakta) dan de
jure (secarahukum) diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas
karya yangdidaftarkan. Indonesia, misalnya, menerapkan sistem
konstitutif untuk hak cipta.

2. Sistem Deklaratif: Dalam sistem deklaratif, pendaftaran hanyalah
prosesadministratif yang tidak menciptakan hak cipta baru. Pencipta
ataupemegang hak cipta secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya
saatkarya itu diciptakan, tanpa perlu pendaftaran. Pendaftaran dalam
sistem iniadalah lebih sebagai bukti formal dan mendokumentasikan hak
cipta yangtelah ada. Negara-negara lain mungkin menerapkan sistem

deklaratif untukhak cipta atau aspek-aspek tertentu dari HKI.
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Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak

ekonomi, sebagai berikut.

1. Hak Moral

Hak Moral Merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri

pencipta untuk:

a.

Tetap atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan yang
sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum,
Menggunakan nama alias atau samarannya

Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat

Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan

Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distrosi ciptaan,
mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hak yang bersifat

merugikan reputasinya

Hak Moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi

pelaksanaanya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan, setelah pencipta meninggal

dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat

memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak,

yaitu:
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a. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode
atau sistem yang dapat mengindentifikasi orisinalitas ciptaan dan
penciptanya, serta kode informasi dan kode akses

b. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu
ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam
hubungannya dengan kegitan pengumuman ciptaan, nama pencipta
dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa
dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.?’

2. Hak Ekonomi

Hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (economy right). Hak
ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan
serta produk hak terkait.?®

Pada prinsipnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki
hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan karya cipta atau
produk terkait sepanjang dipergunakan untuk kepentingan komersial.
Pengelolaan hak ekonomi seperti karya cipta lagu sebenarnya dapat
dilakukan secara langsung oleh pencipta/pemegang hak cipta kepada

user (pengguna).?

27 Tim Visi Yustisia (2015), Paduan Resmi Hak Cipta dari mendaftar, melindungi,
hingga menyelesaikan sengketa, Jakarta Selatan : Visimedia, halaman 2.

28 Elsi Kartika Sari,Advendi Simanungsong,(2008), Hukum Dalam Ekonomi ,Indonesia.
Jakarta : Grasindo, halaman 115.

29 Ahmad M. Ramli, (2020), Hak Cipta, Disrupsi Digital & Ekonomi Kreatif , Bandung:
Refika Aditama, halaman 14
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Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta
adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut
baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang
berwujud atau berupa ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, dibaca,
didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang
masih berupa ide (idea) semata.*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
secara jelas menetapkan berbagai jenis Ciptaan yang mendapatkan perlindungan
hukum dalam bidang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi karya-karya
dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, diantaranya :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta semua hasil

karya tulis lainnya;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

30 M. Citra Ramadhan (2023), Buku ajar Hak Kekayaan Intelektual, Medan : Universitas
Medan Area Press, halaman 19



27

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. Karya seni terapan;

h. Karya arsitektur;

i. Peta;

J.  Karya seni batik atau seni motif lain;

k. Karya fotografi;

|.  Potret;

m. Karya sinematografi;

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;

0. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi atas
ekspresi budaya tradisional,

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan program komputer maupun media lainnya;

g. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;

r.  Permainan video; dan

s.  Program komputer.

C. Lisensi Hak Cipta
Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang

dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian
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lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan
untuk jangka waktu tertentu. 3

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ten-tang Hak
Cipta,"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu." Jadi, Perjanjian
Lisensi dapat dipahami sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak
pertama, sebagai pemilik lisensi, memberikan lisensi kepada pemiliknya untuk
mendapatkan hak keekonomian dari lisensi yang dapat menginstal perangkat lunak

pada satu atau lebih komputer (tergantung pada perjanjian lisensi).?

Dalam hukum perdata, perjanjian lisensi merupakan jenis perjanjian yang
tidak memiliki nama resmi, yaitu perjanjian di luar ketentuan dalam Buku Waris.
Meskipun perjanjian ini tidak diatur secara khusus dalam Buku Waris, namun
prinsip-prinsip umum dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi tetap
berlaku sesuai dengan prinsip dasar perjanjian yang diatur dalam Buku Waris.®3

Kata "lisensi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "licencia™, yang berarti izin

atau kebebasan. Jadi, ketika seseorang diberi lisensi, berarti kita memberikan izin

31 Serlika Aprita, Mona Wulandari, (2023), Hukum Perikatan, Jakarta : Kencana, halaman
164

32 1bid.

33 Dewi Indriyani, (2021), Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah(Studi Kasus
Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah”Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan), Jurnal limiah Kebijakan Hukum, VVolume 15 Nomor 1, halaman 102
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kepada orang tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak
diperbolehkan. Secara hukum, lisensi adalah sebuah perjanjian antara pemberi
lisensi (licencor) dan penerima lisensi (licencee). Dalam perjanjian ini, licencor
memberikan izin kepada licensee untuk menggunakan hak atas kekayaan
intelektualnya, seperti memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-
produk milik licensor, sebagai imbalan licensee membayar royalti kepada
licensor.3*

Pada Pasal 1 angka 20 UU HC 28/2014 disebutkan bahwa "Lisensi adalah
izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk
Hak Terkait dengan syarat tertentu." Di sini secara jelas undang-undang
menyatakan bahwa lisensi yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik
Hak Terkait harus dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami bahwa lisensi
tersebut terdapat dalam sebuah perjanjian yang disebut perjanjian lisensi.

Pada dasarnya, lisensi di bidang hak kekayaan intelektual tidak semata-mata
hanya sekadar perbuatan pemberian izin saja, tetapi perbuatan tersebut
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara
pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah per-janjian yang mengikat
mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian

Obligatoire.®®

3 Ibid.
% Syarifuddin, (2021), Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta,
Bandung:PT.Alumni, halaman 61.
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D. Situs Streaming llegal

Menonton film streaming pada komputer atau ponsel adalah kegiatan yang
banyak dilakukan pada masa pandemi ini untuk mengisi waktu luang atau
mengatasi kepenatan pikiran. Namun, masih banyak orang yang menggunakan situs
film illegal untuk menonton film yang mereka sukai atau sekedar menonton. Tak
dipungkiri, banyak situs streaming ilegal yang menyuguhkan beragam film lawas
hingga terbaru. Meski banyak yang sudah diblokir oleh pemerintah, sebagian orang
memanfaatkan aplikasi seperti VPN untuk mengakses situs tersebut3®

Hal seperti ini lambat laun akan mengubah kebiasaan masyarakat yang
biasanya menonton film di bioskop dan aplikasi streaming ilegal, menjadi
kebiasaan konsumtif yang negatif dengan hanya menunggu pelaku pembajakan
mengunggah film agar dapat ditonton secara gratis dari situs streaming ilegal. Hal
ini tentu saja melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
Peraturan Bersama Menkumham 